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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO
NOMOR . 421.2/ ou% /DIKBUDPORA/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO

Membaca © Surat permohonan Kepala SO HARAPAN MUARA JELAPANG Desa Muara
Kilis Kecamatan Tengah llir Nomor ° 012/SD/2016 perinhal permohonan Izin _
Operasional dan Nomor Statistik SD HARAPAN MUARA JELAPANG.

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan
pelayanan pendidikan dasar bagl anak usia 7 — 12 tahun perlu
memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada.

h. Bahwa dalam upaya penyelenggaradn pendidikan didaerah terpencil,
serta berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan _
memberdayakail semua Komponen Masyarakat melalui peran serta ‘

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

c. Bahwa untuk terselenggaranya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b diatas dipandang perlu memberi 1zin Operasional SD HARAPAN MUARA
JELAPANG dengan Surat [ tusan Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olafi Raga Kabupaten Tebo;

IFESE P S

1. Undang-Undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
3003) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten _
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur :
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Mengingat

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara fzepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tarnbahan Lembaran Negdra Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang — Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. WUndang - Undang Nomor | Tahun 2004 tentang pemerintah Daera
(Lempbaran Negaico Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5 Tambahan
Lembaran nequra 1EpOBlK Indonesia Nomor 4355);
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